DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)

Tahun Sidang . 2025-2026

Masa Persidangan : Il

Rapat Ke . 15

Jenis Rapat . Rapat Kerja

Dengan . Menteri Haji dan Umrah RI

Sifat Rapat . Terbuka

Hari, Tanggal . Selasa, 10 Februari 2026

Waktu : Pukul 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIl DPR Rl Gedung Nusantara Il Lantai 2
JI. Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270

Acara : 1. Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026;

2. Isu-isu Aktual.

Ketua Rapat . H. Ansory Siregar
Sekretaris Rapat : Mc. Zagki Zachariaz Thamrin
Hadir : 1. 21 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI;

2. 11 Anggota Komisi VIl DPR Rl |zin;
3. Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI beserta Jajaran.

I.  PENDAHULUAN:
1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR Rl pada pukul 13.41 WIB dan
dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ansory Siregar, dengan
didampingi Ketua Komisi VIl DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan Wakil
Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H., dan H. Abdul Wachid sesuai

waktu dan tempat acara tersebut di atas.



KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIl DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah Rl yang
membahas “Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 serta Isu-
isu Aktual”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Haji dan Umrah RI
terkait anggaran tahun 2026 sebesar Rp579.031.717.000,- (lima ratus tujuh
puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)
dengan alokasi sebagai berikut;

Rp496.602.411.000,-

Kerukunan Umat dan Layanan | (empat ratus sembilan puluh enam
Kehidupan Beragama miliar enam ratus dua juta empat ratus
sebelas ribu rupiah)

Rp82.429.306.000,-

(delapan puluh dua miliar empat ratus
dua puluh sembilan juta tiga ratus enam
ribu rupiah)

Dukungan Manajemen

Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan terkait alokasi anggaran untuk
pembiayaan pembangunan revitalisasi Asrama Haji dan Pusat Layanan Haji dan
Umrah (PLHUT) tahun 2026 sebesar Rp478.554.363.000,- (empat ratus tujuh
puluh delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga
ribu rupiah) serta pendapatan dari aktifitas penyewaan Asrama Haji di seluruh
Indonesia yang merupakan PNBP Tahun 2026 sebesar Rp34.384.782.000,- (tiga
puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh
dua ribu rupiah);

Komisi VIII DPR Rl menyetujui usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
Kementerian Haji dan Umrah Rl tahun 2026 sebesar Rp2.590.079.285.000,-
(dua triliun lima ratus sembilan puluh miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus
delapan puluh lima ribu rupiah).

. Komisi VIl DPR Rl mendesak Menteri Haji dan Umrah RI agar memperhatikan

dan menindaklanjuti pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI

sebagai berikut:

a) Menyusun rencana strategis, berikut kebutuhan Anggaran Belanja
Tambahan (ABT) secara komprehensif, dengan fokus pada skala prioritas
berdasarkan alur waktu (timeline) yang jelas dan rasional;



b) Verifikasi dan sinkronisasi catatan Barang Milik Negara (BMN) yang masih
terkendala, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, dalam rangka
percepatan peralihan BMN Haji ke Kementerian Haji dan Umrah RI, antara
lain: Wisma Haji Ciloto, Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta, Komplek
Perumahan Haji di Ciracas, Wisma Haji Tugu Bogor, dan Pusat Informasi
Haji Batam, dan aset lainnya sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

5. Komisi VIII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja Gabungan dengan
Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Agama RI, Kementerian PAN dan
RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk membahas berbagai aspek
yang beririsan antara dua kementerian terkait, yaitu; anggaran, SOTK, SDM,
serta aset atau BMN Haji.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 16.33 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIIIl DPR RI
WAKIL KETUA,
TTD

H. ANSORY SIREGAR




